= ‘.‘LI ._.___—

ﬂ‘l.\il\

g
BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR |0 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 55
TAHUN 2019 TENTANG INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA
DAN KETUA RUKUN WARGA PADA DESA DAN KELURAHAN

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

-

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa  berdasarkan Daftar Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Bersekala Desa di Kabupaten Mempawah, maka
Peraturan Bupati Mempawah Nomeor 55 Tahun 2019
tentang Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
Rukun Warga pada Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, periu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Mempawah Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun
Warga Pada Desa dan Kelurahan di Kabupaten
Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan  Undang-Undang  Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495] sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);
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Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864};

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 18
Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa {Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781});

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Kabupaten
Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2019 Nomor 32).

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kabupaten Mempawah (Berita
Daerah  Kabupaten  Mempawah  Tahun 2021
Nomor 32).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 55
TAHUN 2019 TENTANG INSENTIF KETUA RUKUN
TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA PADA DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN MEMPAWAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 55
Tahun 2019 tentang Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun
Warga Pada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Mempawah {Lembaran
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 355) diubah, dan
ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) sehingga
keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berukut :

Pasal 5

(1} Pemberian insentif bagi ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun
Warga Desa/Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mempawah diberikan setiap bulan dalam 1 (satu} tahun dilengkapi
dengan menyertakan laporan kegiatan RT dan RW Desa/Kelurahan
setiap bulan yang dilaporkan kepada Camat melalui Desa/Lurah.

(2) Besaran Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga
Kelurahan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)/bulan.

(3) Selain mendapatkan Insentif, Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
Rukun Warga juga mendapatkan Perlindungan yang diberikan dalam
bentuk asuransi ketenagakerjaan melalui Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.

(4) Besaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan JKK dan JKM sebesar
Rp. 10.800,- (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dari Insentif Ketua
Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setiap bulamn,

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januri 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal |4 - 2 - 2023
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Diundangkan & NMenyhawah

pada tanggal AAL2 F092
SEXRETAR DAER"‘A KABUPATEN MEMPAWAH
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BERITA DYERMI KABUPATEN MEMPAIA: 4
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